
Mengingat 

BUPATI WONOGIRI, 
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 

Pernerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola 
Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesi 
Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lernbaran Negara Repub · 
Indonesia Nornor 6322) bahwa Deposito dan/ atau investa i 

jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daer 
paling lambat per 31 Desember; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pa 
huruf a maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tah 
2019 Ten tang Pengelolaan Deposito Uang Daerah per 
ditinjau kernbali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks 
pada huruf a dan huruf b rnaka perlu rnenetapkan Peratur 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wono 
Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Deposito U 
Daerah; 

1. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentuk 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Dja a 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Norn r 
42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Norn r 
9 Tahun 1965 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Bat 
dengan mengubah Undang-Undang Nornor 13 Tahun 19 
tentang Pernbentukan Daerah - daerah Kabupaten Dal 
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Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub · 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negar 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbang 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ter 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cip 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones 
Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administra i 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repub 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah deng 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke a 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Norn r 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn r 
6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Repub · 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

2004 1 Nomor Tahun 3. Undang-Undang 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi 
Nomor 4286); 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daer 
(Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); 

11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ l/PBI/2011 tentan 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negar 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1 DPNP Tambah 
Negara Republik Indonesia Nomor 5184 DPNP); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 201 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomo 
22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomo 
118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daer 
Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Peru bah 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tah 
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daer 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Norn r 
160); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 20 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daer 
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wono · · 
Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daer 
Kabupaten Wonogiri Nomor 156); 

14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 ten 
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapat 
dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daer 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 102) sebagaim 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 
Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas 
Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang 
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan d 
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Pasal 3 

Prinsip penempatan Deposito yang dilaksanakan oleh Pemerint 

Daerah adalah : 

a. dapat dicairkan sesuai jangka waktu atau kebutuhan; 
b. memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif; 
c. dalam rangka manajemen Kas, Pemerintah Daerah 

mendepositokan dan/ atau melakukan investasi jangka pend k 
atas uang milik Daerah yang belum digunakan sepanjang tid 
menggganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah d 
kualitas pelayanan publik; dan 

d. deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaim 
dimaksud pada huruf c harus disetor ke Rekening Kas Um 
Daerah paling lambat 31 Desember. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Deposito Uang Daerah (Beri 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 18) diub 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 1 

TAHUN 2019 TENTANG PENGEWLAAN DEPOSITO UAN 

DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 84); 

15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Deposito Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Wonogiri Tahun 2019 Nomor 18); 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

,.I(EPAL~B AN HUKUM 
J___ 

F. MEfr:Jwl KlJS ANTI, S.H.1 M.Hum. 
----- J c , ~biJ;la Tingkat I 
~19 199903 2 007 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 

NOMOR 15 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 10 Maret 2021 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, 

ttd 
HARYONO 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 10 Maret 20 1 
BUPATI WONOGIRI, 

ttd 
JOKO SUTOPO 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

., 


